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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang 

sering disebut good  governance. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu   

bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai   

dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap 

pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah 

satunya yang terpenting adalah  keuangan (Kusuma, 2008). Dewasa  ini  tuntutan  

masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Akuntabilitas 

merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik yang disebut dengan laporan keuangan 

(Mardiasmo, 2006). Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat 

mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga 

pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. Di mana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi  

karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami. Tuntutan  masyarakat  kepada pemerintahan 

adalah dihasilkannya laporan keuangan yang telah memenuhi keempat 
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karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut.  Laporan keuangan adalah suatu 

alat pertanggungjawaban  atas  kinerja keuangan  manajemen suatu pemerintahan 

kepada publik yang dipercayakan kepadanya  (Prasetya,  2005). Informasi dalam 

laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

Di mana pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan informasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan 

yang dihasilkan diharapkan dapat  membawa  pemerintahan ke arah yang lebih 

baik.  

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 kualitas laporan keuangan 

adalah kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut 

dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan 

keputusan dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri 

dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan  keuangan  

adalah  produk yang  dihasilkan  oleh  disiplin  ilmu akuntansi, sehingga  untuk  

menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. 

Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang 

dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga 

laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal 

pengambilan keputusan. Sumber laporan keuangan merupakan suatu cerminan 

untuk dapat  mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, 

sehingga  pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan  hanya  dipengaruhi  oleh 
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sumber  daya  manusia  yang  dimilikinya melainkan  kompetensi sumber  daya 

manusia yang dimilikinya. Dalam hal  ini kompetensi sumber daya manusia 

memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengendalikan entitas yang bersangkutan. 

Dalam  penyusunan  laporan keuangan  diharapkan  berpedoman  pada 

standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

standar akuntansi pemerintahan  merupakan pedoman di dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah  syarat  

mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di 

Indonesia dapat ditingkatkan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  

tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  

merupakan  laporan  yang terstruktur  mengenai  posisi keuangan  dan  transaksi-

transaksi yang dilakukan  oleh suatu  entitas  pelaporan. Hal ini ditegaskan dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 paragraf 9.  Tujuan  umum  

laporan  keuangan  adalah menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan,  

realisasi  anggaran,  arus  kas,  dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan  

mengenai  alokasi  sumber  daya. Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya 

merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas 

pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya 

(Mahmudi, 2003). Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi 
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yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat  

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu: 

1.  Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 

untuk membiayai seluruh pengeluaran. 

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya 

ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan 

perundang-undangan. 

3.  Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan  dalam  kegiatan  entitas  pelaporan  serta hasil-hasil  yang  telah 

dicapai. 

4.   Menyediakan  informasi mengenai  bagaimana  entitas  pelaporan  mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas   

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak 

dan pinjaman. 

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan,  apakah  mengalami  kenaikan  atau  penurunan,  sebagai  akibat 

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Dengan demikian  

laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif  
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laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi 

relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Bagi  pemerintah  

daerah  menjadi  suatu  keharusan  untuk  menyusun laporan keuangan  yang  

berkualitas.  Kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah mencerminkan  

tertib  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah,  yang mencakup tertib 

administrasi dan taat  asas.  Indikator  bahwa  laporan  keuangan  pemerintah 

daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang  

diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) 

memiliki hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sukmaningrum dan Harto (2011) menunjukkan bahwa 

kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan. Nugraheni dan Subaweh (2008) dan Wati dkk 

menunjukkan hasil penelitiannya tentang penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan. Penelitian Azlim dkk (2012) dan Oktariana dkk (2016) memiliki 

hasil bahwa good governance berpengaruh terhadap kualitas informasi 

keuangan. 
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Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan memuncul kan hasil yang beraneka ragam sehingga menarik untuk 

diteliti lebih lanjut. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Wati dkk (2014) dengan judul penelitian Pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi 

pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada 

penambahan variabel good governance dan adanya pengurangan variabel 

sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian ini juga mengembangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Azlim dkk (2012) dengan judul Pengaruh 

penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap 

kualitas informasi keuangan. Perbedaan ini terlatak pada penelitian ini 

menambahkan variabel kompetensi sumber daya manusia. 

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian 

sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR 

AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN GOOD GOVERNANCE 

TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen)”. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan 

menganalisa tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar 

akuntansi pemerintahan dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah? 

2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 

3. Apakah good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP)  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh good governance terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun 

kegunaan penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis 

Mampu menambah pengetahuan dibidang keuangan khususnya 

pemahaman mengenai kompetensi sumber daya manusia, penerapan 

standar akuntansi pemerintahan, good governance, dan kualitas laporan 

keuangan. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi DPPKAD Kabupaten Sragen 

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan penting bagi DPPKAD 

Kabupaten Sragen agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan selanjutnya 

meningkatkannya. Bagi pemakai jasa laporan keuangan, penelitian ini 

penting agar dapat menilai DPPKAD mana yang konsisten dalam menjaga 
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kualitas laporan keuangan yang diberikannya dan dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan 

menerapkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang telah diperoleh 

dibangku kuliah ke dalam kenyataan yang sesungguhnya serta menambah 

wawasan tentang Akuntansi Sektor Publik. 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan 

dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan 

teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini Membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang 

variabel penelititan dan definisi operasional, metode penelitian, metode 

pengambilan sampel, jenis data yang digunakan beserta sumbernya, teknik 

pengambilan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil 

pengujian sampel. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bagian pembahasan, yang berisi tentang pengujian atas hipotesis 

yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan 

tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian 

berikutnya. 

 


